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ABSTRAK 
 

        Proses deforestasi yang berlangsung di Riau sudah sangat mengkhawatirkan, 
kebakaran hutan dan lahan merupakan bukti bahwa pengelolaan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup sudah tidak dapat dipercaya. Kebakaran hutan dan lahan ini 
diindikasikan melibat korporasi yang bergerak dalam bidang perkebenunan dan 
pemanfaatan hasil hutan. 
       Untuk itu korporasi harus diminta pertanggungjawaban pidananya karena 
dalam UUPPLH No 32 tahun 2009 sudah megakui korporasi sebagai subjek 
hukum pidana. upaya meminta pertanggungjawaban korporasi tidaklah mudah, 
banyak korporasi justru dihentikan penyidikan karena tidak mempunyai cukup 
bukti. Maka dari itu penulis ingin mengetahui kriteria korporasi dikatakan 
melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban pidanaya. 
       Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta statue 
approach yaitu pendekatan melalui perundang-undangan. Hasil dari penelitian, 
kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan 
apabila memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal kebakaran hutan dan lahan 
yaitu membuka lahan dengan cara membakar dan dilampauinya baku mutu 
lingkungan hidup, tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan 
kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Apabila tindak pidana 
itu dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, maka hal itu dianggap 
sebagai perbuatan korporasi. 
      Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran 
hutan dan lahan ini adalah Identifikasi, karena kesalahan tersebut ada pada 
pengurus korporasi (direktur) yang menjadi otak atau pemegang kontrol kegiatan 
operasional korporasi (Directing Mind). karena dalam PP No. 4 tahun 2001 Pasal 
13 bahwa direktur sebagai penanggungjawab segala kegiatan usaha yang 
usahanya yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 
harus mematuhi peraturan pemerintah No 4 tahun 2001 Pasal 14 tentang 
pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan harus 
melengkapi sarana dan prasana untuk mencegah/kemungkinan terjadi kebakaran 
hutan dan lahan. 
Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana, kebakaran 
hutan 
  

 


